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PENDAHULUAN
Sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
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masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan otonomi yang dimiliki desa dapat dipahami bahwa desa memiliki
pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga
dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Hal tersebut menunjukan bahwa secara legalitas format kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling
bawah yaitu tingkat Desa.

Desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
dan pengelolaan keuangan desa.Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan
pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial
yang harus ditemukan.Penyelengaraan pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang
cukup antisipatif dan inisiatif.

Diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan
daerah di tingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan
kewajiban memberikan kepuasan dalam kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi
desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri
berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat.

Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan
keuangan desa, ditengah berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah
desa. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti,
dengan mengamati dan mencermati proses pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa
yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat diketahui apakah pengelolaan dana tersebut
telah berjalan dengan baik.

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa, kita dapat mendefinisikan
bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat
terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan,
penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasrkan pengeluaran atau
pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka
pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu
pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun

masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.
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Pembangunan desa merupakam salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa.
Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan
membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber
penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional
yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Selanjutnya dana perimbangan tersebutakan
digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapt maksimal dalam
memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat
pedesaan. Oleh karena itu jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil
kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dana
perimbangan desa peran masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat
desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan
masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa.
Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih
mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari
program ini Yyaitu terciptanya masyarakat yang lebuh berdaya.Berdasarakan hasil
observasi, selama ini pengelolaan bantuan dana perimbangan desa di Desa Tapen
Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya masyarakat
mengetahui tentang pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Faktor yang diharapkan
saat ini adalah keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat mengenai pengelolaan
bantuan dana perimbangan desa.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut: (1) Program-program apa saja yang dibiayai dengan bantuan
dana perimbangan desa (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemenfaatan bantuan
dana perimbangan desa (3) Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana

perimbangan desa.

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitaian kualitatif menurut Moleong (2010:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian missal perilaku,
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persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagia metode ilmiah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus yaitu : (1) Program-
program yang dibiayai dengan bantuan dana perimbangan desa (2) Partisipasi masyarakat
dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa (3) Pertanggungjawaban penggunaan
bantuan dana perimbangan desa. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu: (1) data
primer yaitu Kepala Desa Tapen, Kaur Keuangan Desa Tapen dan masyarakat Desa Tapen
(2) data skunder yaitu literature-literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain
yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Dalam penelitian
ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan
dokumentasi.Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber
yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informan
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong,
2010:330). Dalam triangulasi sumber lalu membandingkan apa yang dikatakan orang di
depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingakn hasil
wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kemudian teknik analisis data yang

digunakan yaitu (1) pengumpulan data (2) reduksi data (3) penyajian data (4) kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Program-program yang dibiayai dengan Bantuan Dana Perimbangan Desa

Program desa merupakan kelanjutan dari perencanaan pengelolaan bantauan dana
perimbangan desa. Program desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa
khususnya pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada penyusunan program yang bersumber dari bantuan dana perimbangan desa,
pemerintah desa melakukan penentuan program dengan cara musyawarah desa. Setelah
diadakannya musyawarah desa kemudian program-program disepakati.Dalam
pelaksanaan musyawarah desa melibatkan BPD, RT, RW, PKK, LP3M dan
masyarakat.Setelah ditetapkannya program desa yang sesuai dengan kebutuhan desa,
maka pemerintah desa serta BPD mengesahkan program tersebut untuk dilaksanakan di
desa. Program yang disepakati anatara lain:

a. Pembangunan Saluran Irigasi

b. Pembangunan Talud

c. Pembangunan Drainase
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d. Program Pembinaan Masyarakat Desa
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada
pasal 1 ayat (5) Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antar badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsure
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis. Setelah ditetapkannya program desa, maka
dalam pelaksanaannya pemerintah desa menyerahkan kepada pelaksana kegiatan untuk
melaksanakan program-program desa yang telah disepakati.

Setelah dilaksanakannya program desa, selanjutnya adalah evaluasi.Evaluasi
merupakan tindakan pemerintah untuk mengetahui kekurangan atau kendala yang
dihadapi pada saat pelaksanaan program. Evaluasi bertujuan untuk menanggulangi
kendala dan permasalahan yang ada di desa, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi yang
menjadi keinginan pemerintah desa dalam pengelolaan bantuan dana perimbangan desa
dapat terlaksana.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Perimbangan Desa

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagian dan
capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan”’mengambil bagian”. Dalam
bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil
peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam
aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. (Huntington dan Nelson dalam
Kariangan:213).

Sastrodipoetra (1988) menyatakan partisipasi sebagai, “keterlibatan yang bersifat
spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok
untuk mencapai tujuan bersama.”Alastraire White (Sastrodipoetra, 1988) menyatakan
partisipasi sebagai,”keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan
keputusan atau pelaksanaanya terhadap proyek-proyek pembangunan.”’(Rohman,
Ainur. DKk, 2012).

Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana
perimbangan desa meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi program.
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a. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang dimaksud adalah pemerintah
harus mengikut sertakan seluruh lembaga masyarakat dan masyarakat desa secara
umum melalui forum musyawarah, yaitu melalui musyawarah desa.

Hasil wawancara di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan
melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan,
dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide tau
pikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan saluran irigasi,
jembatan,talud, drainase, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih
dahulu.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah berjalan
dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya, dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat
yang ada di Desa Tapen yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat,
lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide
pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai

aspirasi masyarakat.

. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa mencari pekerja atau tukang untuk
mengerjakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari bantuan dana
perimbangan desa. Para pekerja harus berasal dari warga desa Tapen.Dengan
berpartisipasinya masyarakat dapat memaksimalkan pembangunan desa.

Berdasarkan  hasil  penelitian dalam tahap pelaksanaan kegiatan
pembangunanyang sudah terlaksana antara lain: pembangunan talud RT 01/ RW 01
dusun 1, pembangunan drainese dusun 2, dan pembangunan talud makam desa.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan
pembangunan karena masyarakat juga memiliki kepentingan pribadi yang lebih
menguntungkan.

Evaluasi

Dalam evaluasi program partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah
masyarakat diikut sertakan aau turut berpartisipasi dalam evaluasi program yang
telah dilaksanakan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah

direcanankan sebelumnya.
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam evaluasi
program, pemerintah desa menyampaikan hasil dari pembangunan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan tetapi kadang pemerintah tidak menyampaikan secara jelas
mengenai dana yang digunakan dalam kegiaatan yang telah dilaksanakan.

Dari uraian di atas partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 yaitu, perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Pada saat perencanaan masyarakat diberikan wewenang
untuk memberikan idea tau pikiran untuk menentukan program yang akan
dilaksanakan, kemudian pada saat pelaksanaan di desa Tapen yang melaksanakan
pembangunan adalah diserahkan kepada tukang, karena masyarakat juga memiliki
kepentingan pribadi yang lebih menguntungkan, dan pada saat evaluasi pemerintah
desa menyampaikan hasil dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan di
desa.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di desa Tapen partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan bantuan dana perimbangan desa di bagi menjadi 3
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertanyataan diatas sesuai dengan
teori Rifkin. SB; F. Muller; W. Bichma, “Bank dunia memberikan batasan
partisipasi masyarakat sebagai berikut: Pertama, keterlibatan masyarakat yang
terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan
cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. Ketiga, bersama-
sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan
dari program tersebut”(Kariangan, 2011:213).

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Perimbangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam
pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan
laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan
ke Bupati/Walikota dan juga disampaikan ke BPD.(Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan
dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.2015:103).

Secara Umum pelaporan merupakan satu fase penting dalam siklus
manajemen.Selain dapat dijadikan alat evaluasi dari hasil kinerja seseorang atau
pimpinan lembaga atau organisasi terhadap pihak-pihak yang member mandate, juga

dapat digunakan sebagai alat evaluasi diri guna perbaikan dalam kinerja pada periode
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berikutnya.Dalam manajemen pemerintahan desa, pelaporan juga mempunyai fungsi
seperti dalam manajemen secara umum Yyaitu sebagai media akuntabilitas atau
pertanggungjawaban selama mengemban tugas atau Mandat untuk melaksanakan tugas
yang telah ditetapkan. Dengan pelaporan akan mendorong seseorang atau pemimpin
lembaga atau organisasi untuk melaksanakan mandate sebaik-baiknya, memadai, tertib
dan teratur.(Widjaja,2012:155)

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa merupakan
bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada
pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Tapen bersifat
administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban
pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan bantuan dana perimbangan desa secara
administratif berupa Surat Peranggungjawaban (SPJ) bantuan dana perimbangan desa
atas pengawasan Camat kepada Bupati Banjarnegara melalui bagian tata pemerintahan
desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tetang pedoman Pengelolaan keuangan Desa, bahwa
pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan bantuan
dana perimbangan desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap
akhir tahun (SPJ) dan dilaporkan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat
kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan dana
perimbangan desa di desa Tapen sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD utnuk
kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan
bantuan dana perimbangan desa dalam pembangunan oleh pemerintah desa.
Pemerintah desa juga melaporkan laporan pertanggungjawaban bantuan dana
perimbangan desa kepada Camat kemudian diteruskan kepada Bupati.

Hal diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38 ayat (1) kepala desa menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa juga
harus disampaikan kepada masyarakat desa, tetapi dilihat dari hasil wawacara diatas
belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut

karena belum adanaya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai
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pengelolan bantuan dana perimbangan desa kepada masyarakat dalam bentuk
penggunaan bantuan dana perimbangan desa. Hal tersebut bertentangan desa asas
pengelolaan keaungan desa yaitu asas akuntabel.Asas akuntabel adalah perwujudan
kewajiban untuk mempertangungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan.Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
ahkhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa  harus  dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai Pengelolaan Bantuan
Dana Perimbangan Desa, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: Dilihat dari hasil
musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat desa, BPD, RT, RW, LP3M, PKK dan
masyarakat program desa yang disepakati antara lain: pembangunan saluran irigasi,
pembangunan talud, pembangunan drainase, program pembinaan masyarakat desa,
program pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan
bantuan dana perimbangan desa di desa Tapen dilihat dari perencanaan yang melibatkan
masyarakat dan tokoh masyarakat ikut disertakan dalam perencanaan, dengan
diberikannnya wewenang kepada mayarakat untuk memberkan ide/pikiran untuk
menentuksn pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak
ikut berpartisipasi karenan dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh tukang. Partisipasi
masyarakat dalam evaluasi program, pemerintah desa menyampaikan hasil dari
pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi kadang pemerintah tidak
menyampaikan secara jelas mengenai dana yang digunakan dalam kegiaatan yang telah
dilaksanakan. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan
desa secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat kemudian oleh Camat diteruskan
kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa
juga disampaikan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut: Bagi pihak aparatur desa untuk
lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran

mereka seperti apa dalam Bantuan Dana Perimbangan Desa. Diharapkan pada tahun
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berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar
masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan
desa. Sosialisasi dilakukan sesering mungkin kepada masyarakat agar lebih mengetahui
tentang pembangunan yang dibangun oleh pemerintah desa, agar masyarakat dan
pemerintah desa selalu ikut berperan dalam setiap kegiatan. Pemerintah Desa harus lebih

terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Bantuan Dana Perimbangan Desa.
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